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	Abstract

	
	
	Article 27 paragraph 1 of Law No.23 of 2011 gives a deep message, namely that zakat should be approved to empower productive people, so that the independence of the people will be realized. And of course this requires the role of Religious Instructors, who are members of the Working Group of Islamic Extension Workers (POKJALUH) Functional Guided Office of the Ministry of Religion of Jepara Regency. This study was conducted qualitatively using field methods using primary data sources from Islamic Extension Workers. The results of studies that discuss the empowerment of zakat productively by PAIF have been carried out individually or communally effectively to encourage the muzakki to give alms through BAZNAS
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	Abstrak

	
	
	Pasal 27 ayat 1 UU No.23 Tahun 2011 memberikan pesan mendalam, bahwa semestinya zakat berpotensi untuk memberdayakan umat secara produktif, sehingga kemandirian umat akan dapat diwujudkan. Dan tentunya hal itu dibutuhkan peran Penyuluh Agama, yang tergabung dalam Kelompok Kerja Penyuluh Penyuluh Agama Islam (POKJALUH) Fungsional Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode studi lapangan dengan menggunakan sumber data utama dari para Penyuluh Agama Islam. Hasil kajian menyebutkan bahwa pemberdayaan zakat secara produktif oleh PAIF telah dilakukan secara perseorangan maupun komunal yang secara efektif berperan untuk memberi semangat para muzakki untuk berzakat melalui BAZNAS


Pendahuluan

Zakat adalah ibadah sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin dan lemah atau lebih globalnya untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Hal ini karena hakekat zakat adalah mâliyah ijtimâiyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Yusuf Qardhawi, 1993:235).

Negara Indonesia walaupun tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 dijelaskan, bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam. 

Berkenaan dengan profesi Penyuluh Agama Islam Fungsional yang  tertuang dalam struktur organisasi dan tatalaksana Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuklah rumpun jabatan yang disebut Penyuluh Agama Islam yang didasarkan pada keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 telah ditetapkan bahwa: Penyuluh Agama  Islam Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa Agama. 

Penyuluh Agama mempunyai fungsi antara lain:1) fungsi normatif dan edukatif di mana Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da’i  yang bertugas mendakwahkan Islam, menyampaikan pesan moral- pesan moral melalui bahasa agama yang sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan sunah Nabi Muhammad SAW. 2) Fungsi konsultatif, Penyuluh Agama Islam harus bisa melibatkan dirinya untuk ikut andil persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat baik oleh persoalan individu ataupun persoalan masyarakat  umum. 3) Fungsi advokatif di mana seorang Penyuluh Agama Islam memiliki tanggungjawab moral dan juga sosial terhadap berbagai ancaman, gangguan. dan juga tantangan yang dihadapi dalam masyarakat. 

Dari elaborasi tersebut di atas, Penyuluh Agama Islam tidak dapat bekerja secara single fighter dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ia harus mampu membangun kerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan, ormas Islam, instansi pemerintah dan swasta serta berbagai perusahaan. Sehingga baginya sangat dibutuhkan kemitraan dan perluasan jaringan kerja dengan para stake holder.
Dengan demikian, Penyuluh Agama berpotensi menghadapi banyak tantangan dan permasalahan, yang juga memungkingkan adanya kesesuaian atau sebaliknya  dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Berdasarkan paparan di atas, menjadi pertimbangan penting penulis melakukan kajian tersebut, yang dimaksudkan untuk menelisik lebih dalam terkait peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya pemberdayaan zakat berikut tinjauannya dalam UU Nomor 23 Tahun 2011  Tentang Zakat. 

Landasan Teori
Zakat berasal dari bentuk kata zaka  berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (Didin Hafiduddin 1992: 13). Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki yang berarti pembersihan diri dari apa yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat kepada delapan asnaf sebagaimana yang telah ditentukan kepada golongan penerima dengan syarat- syarat tertentu (Fahruddin Muhsin, 2011:7).

Menurut istilah para Ulama Fiqh zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang- orang yang berhak menerimanya, atau zakat adalah hak Allah SWT  yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu (Hasan Ayyub, 2003: 502).

Kalimat yang berarti zakat dalam al-Quran disebutkan secara ma’rifah sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat Makkiyah, dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyah.(Yusuf Qardhawi,39).  Kata zakat digandengkan dengan sholat dalam al-Qur’an sebanyak 28 kali. Dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak dalam satu ayat yaitu surat al-Mukminun ayat empat bahwa, “dan orang-orang yang menunaikan zakat”

Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atas individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.

Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (muzakki) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq),(manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan) penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat. 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Adapun landasan hukum yang diambil dari dua sumber hukum Islam al-Qur’an dan Hadis tentang disyariatkannya zakat adalah surat al-Baqarah ayat 267 yang menyatakan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Disamping itu juga terdapat dalam hadis sebagai berikut:

 “Abu Said Alkhudri ra. mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: “tidak dihalalkan makan shadaqah (zakat) bagi orang kaya kecuali lima macam: bagi amil (panitia penyelenggara zakat) atau seorang yang membeli barang sedekah itu dengan harta kekayaannya sendiri atau seorang yang banyak hutangnya atau seorang yang sedang berjuang jihad fi sabilillah atau seorang miskin yang disedekahi atau diberi zakat lalu menghadiahkannya kepada orang yang kaya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah).

Secara global tujuan zakat disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Taubah ayat: 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dan juga terdapat dalam surat al-Zariyat ayat 19:

 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Dari dua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan zakat antara lain: Pertama, 1) Membersihkan jiwa orang yang memiliki kelebihan harta dari kekikiran. 2) Membersihkan hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki. 3) Membersihkan masyarakat dari benih perpecahan. 4) Membersihkan harta dari hak orang lain. 

Kedua, 1) Mengembangkan kepribadian orang yang memiliki kelebihan harta dari eksistensi moralnya. 2) Mengembangkan kepribadian fakir miskin. 3) Mengembangkan dan melipat gandakan nilai harta. 4) Sarana jaminan sosial dalam Islam. 5) Sarana mengurangi terjadinya kesenjangan sosial. 

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. (Hasan Ayub, 2003:501).

Zakat mempunyai banyak hikmah baik yang berkaitan dengan Allah Swt maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, yaitu: 1) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa’ yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Swt      2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya. 3) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Umatan Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama). 5) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, murnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati. 6) Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin. (Hasan Ayub,2003:502)

Dalam masyarakat seperti itu tidak ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang Baldatun Thayibatun Wa Rabbun Ghafur.

 Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. 

Pemahaman tentang zakat produktif, dapat dijelaskan secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik.“productivity” daya produksi. Secara umum produktif (productive) banyak menghasilkan karya atau barang. Menurut Asnaini menyebutkan bahwa kata produktif ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan

  Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syarak, serta cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. 

Dengan demikian zakat produktif pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah  diterimanya. Zakat produktif  adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus(Asnaini, 2008: 192).

Pengaruh-pengaruh yang baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapat. Dengan pengelolaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang  growth with equity, peningkatkan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatkan lapangan pekerjaan bagi msayarakat(Asnaini,2008:70).

Seiring dengan perkembangan waktu maka pada tahun 1986 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena pada tahun ini pemerintah mulai ikut serta menangani zakat dengan terbentuknya beberapa lembaga zakat, diantaraya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yang ditandai dengan terbentuknya UU baru No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Al-Qur’an, al- Hadis dan ijmak tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif, bahwa dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih (jelas) yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq, hanya saja surat al-Taubah ayat 60 oleh sebagian  besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat dan tidak menyebutkan cara pemberian kepada pos-pos tersebut. 

Teori hukum Islam menunjukan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur’an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman al-Quran dan Hadis (Asnaini, 2008: 77) yang mana tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang; dunia dan akhirat.

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, ia termasuk bidang Fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntunan zaman (kapan dan di mana dilaksakannya), dengan dinamika Fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil kedapan untuk menjawab segala tantangan zaman (Asnaini,2008: 79-80).

Asnaini menyimpulkan bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan  dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara  pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas  menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Pada prinsipnya memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat tidaklah bertentangan  dengan prinsip- prinsip hukum Islam. Khususnya pada pensyariatan zakat, karena zakat  produktif akan membuat harta berputar diantara semua manusia. Selain itu  ada tiga tujuan yang terkandung dalam zakat yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahiq menjadi muzakki. Pemberian zakat secara produktif merupakan langkah tepat dalam meningkatkan kehidupan yang kebih layak, dengan memberikan modal kepada para mustahiq untuk menambah pendapatan (Didin Hafidhuddin, 1998;134).

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu  memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.  Secara prinsipal boleh saja menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek  pengembangan modal yang pada ahirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan zakat dan membagi-bagikan zakat, yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada para penerima zakat. Yang memang betul-betul membutuhkan dalam waktu cepat. Serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi kerugian-kerugian.

Dengan demikian pengembangan dan pembudidayaan dana zakat untuk kegiatan produktif baik olah amil zakat maupun para mustahiq sendiri tidak bertentangan dengan hukum Islam atau diperbolehkan.

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang auntuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Sejak semula Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan Agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan.

Dewasa ini, Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya dibidang  bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan  agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Metode Penelitian
Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan langkah mengumpulkan data-data atau informasi, buku atau sumber lain (Martono, 2011:20). Terkait dengan data yang diperoleh, jenis kajian ini termasuk dalam kajian lapangan (field research) karena penulis berupaya mengumpulkan data dari berbagai informasi di lapangang dalam rangka untuk menyempurnakan dan memperbaikinya (Masyhuri dan Zainuddin, 2009;46). Di samping itu, juga termasuk kajian pustaka dimana penulis menggunakan   data   yang   diperoleh   dari   buku   atau   kutipan   dalam   mengkaji  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun pendekatan   yang  digunakan  penulis  dalam  kajian  ini  adalah pendekatan  yuridis  sosiologis  untuk meneliti berlakunya hukum di tengah- tengah masyarakat  atau disebut  law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris.  Pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehihupan yang nyata (Soerjono Soekanto, 1986, 51).

Data yang penulis peroleh merujuk pada sumber primer yakni para Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan para mustahiq yang menjadi kelompok binaan Penyuluh Agama Islam, Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag Jepara. Di samping itu juga merujuk pada sumber sekunder yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, ayat-ayat                       al-Qur’an tentang zakat, hadis- hadis tentang zakat, kitab- kitab Fiqh tentang zakat, buku- buku literatur lainnya dan  jurnal. Data tersebut penulis kumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, obsrvasi dan wawancara, sehingga ketika sudah terkumpul kemudian penulis lakukan analisis data dengan menggunakan dua metode, yakni, terkait dengan data primer, penulis menggunakan teknik analisis induktif, sementara data sekunder penulis menggunakan teknik analisis kualitatif (Suharsini Arikunto,1998:39). 

Hasil Dan Pembahasan
Pemerintah telah membentuk payung hukum  tentang pengelolaan zakat melalui positivasi hukum positif UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999; dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Kemudian UU ini direvisi dan lahirlah UU No 23 tahun 2011 sebagai hukum positif terbaru yang mempunyai kekuatan hukum dalam peraturan perundang–undangan di negara kita  karena memenuhi tiga unsur adanya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Landasan  filosofis merujuk pada nilai ajaran Islam karena telah menjadi cara  pandang masyarakat Islam Indonesia. Dalam hal zakat, kewajiban yang  didasarkan kepada dalil al-Quran dan Sunnah lebih menyatu dalam  pandangan hidup masyarakat Islam Indonesia sebagai suatu kewajiban  yang harus ditunaikan. Pandangan ini mengemuka bukan sekedar  ditunaikan melainkan berdampak kepada kemaslahatan masyarakat bangsa  Indonesia jika potensi zakat itu telah dapat dikelola dengan maksimal. 

Landasan sosiologis, adalah bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya  sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.  Perilaku masyarakat Indonesia terkait dengan zakat dapat dilihat ketika  Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong membayar zakat fitrah. Jenis  zakat yang lain seperti zakat harta, zakat perdagangan, zakat profesi dan  zakat-zakat lainnya. Hanya tinggal mendapatkan sentuhan berupa  pengelolaan yang transparan dari lembaga pengelola zakat maka diyakini  masyarakat akan maksimal membayar kewajiban zakat. 

Landasan yuridis, adalah landasan hukum (juridische gelding) yang  menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan.                                                               Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum  yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.  Beranjak dari landasan filosofis dan sosiologis itu maka format undang undang pengelolaan zakat harus mengakomodir kerangka filosofis dan  sosiologis itu. Rumusan undang-undang zakat mesti mengatur legalitas dan perlindungan hukum bagi para lembaga pengelola zakat ketika mereka  berupaya memungut zakat dari para muzakki.

Pemberdayaan zakat oleh Penyuluh Agama  Islam Fungsional pada Kantor Kementerian Agama kabupaten Jepara yang telah dilaksanakan baik secara personal antar para penyuluh sendiri atau pun collegial dalam satu wadah organisasi profesi yang disebut dengan POKJALUH (Kelompok Kerja Penyuluh) Agama Islam adalah bagian penting dari pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional  yang berkenaan dengan persoalan zakat. Wujud dari tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:
1. Fungsi Edukatif/ Informatif

Penyuluh Agama Islam mempunyai  tugas dan fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan kegiatannya, baik fungsi informatif dan edukatif sehingga posisinya sebagai da’i berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama Islam. Berkenaan dengan materi zakat seorang penyuluh agama Islam tidak hanya menjalankan fungsi informatif yang berkenaan dengan nash – nash zakat sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an atau pun as-Sunnah, serta konsep Fiqh saja. Tetapi membangum kesadaran masyarakat yang mampu (muzakki) untuk melaksanakan kewajibannya dalam sebagai seorang Muslim dengan menyempurnakan rukun Islam, bukan hanya berhubungan dengan zakat fitrah saja, tetapi juga  berhubungan dengan zakat mal yang mempunyai nilai kemaslahatan tinggi dalam membangun kesejahteraan umat, mengentaskan kemiskinan.
Pada sisi lain seorang Penyuluh Agama Islam  juga mempunyai peran informatif yaitu sebagai corong pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai kebijakan yang diterapkan dalam membangun kemaslahatan warga negaranya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ : 59 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah al-Quran) dan Rasul (as-sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dari dasar ini para Penyuluh Agama Islam harus menguasai betul produk hukum positif yang berkenaan dengan zakat dan mensosialisasikannya di tengah – tengah masyarakat. Hukum positif yang dimaksud adalah UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011, di mana banyak mengatur tentang Badan/ Lembaga Amil Zakat. Menyangkut badan yang mengatur zakat yang dibentuk oleh pemerintah disebut dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah mempunyai hierarkhi kepengurusan baik di tingkat pusat dengan BAZNAS Pusat, ditingkat Provinsi disebut BAZNAS Prov, ditingkat Kabupaten disebut BAZNAS Kab. Sedangkan ditingkat Kecamatan disebut UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan dan UPZ Desa serta UPZ institusional menyangkut lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD.

Menyangkut peran edukatif dan informatif peran Penyuluh Agama Islam diupayakan mampu menggugah semangat masyarakat untuk mempercayakan zakatnya melalui BAZNAS, karena selama ini masih minimnya kepercayaan masyarakat berzakat melalui badan ini. Yang lebih dominan masyarakat telah meyakini eksistensi Lembaga Amil Zakat seperti Dompet Dhuafa, PKPU, Rumah Zakat yang telah eksis sebelum pemerintah membentuk Badan Zakat itu sendiri, informasi ini dapat disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam, melalui kegiatan bimbingan penyuluhan yang dilaksanakan diberbagai kelompok binaan masing- masing, baik di Majlis Taklim, atau kalangan profesional  dan cendekiawan. Walaupun demikian, realisasi zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS hanya mencapai Rp 3,4 trilyun.5 Rendahnya realisasi dibandingkan dengan potensi yang ada disebabkan oleh banyak hal. Berbagai kemungkinan bisa menjadi penyebabnya, antara lain rendahnya kesadaran umat dalam berzakat, lemahnya kepercayaan umat terhadap pengelola zakat, kurangnya sumber daya dan prasarana pengelola zakat, dan sebagainya.

2. Fungsi Fasilitatif / Konsultatif

Dalam kapasitasnya sebagai peran konsultatif/ fasilitatif Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum, maka zakat menjadi solusi alternatif dalam menjembatani persoalan masyarakat tersebut seperti kemiskinan. 

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan Muslim atau kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang (Yusuf Qaradhawi,2005:29). Peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya.

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi (Yusuf Qaradawi,2005:24). Maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan kewajiban zakat fitrah. Kewajiban tersebut juga diberlakukan bagi orang miskin jika pada malam hari menjelang Idul Fitri ia mempunyai kelebihan bahan makanan. Hal ini mencerminkan kebersamaan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi.

Apa yang telah dilaksanakan dalam pentasharrufan zakat konsumtif atau pun produktif adalah dalam rangka menjembatani persoalan kesenjangan ekonomi ditengah – tengah masyarakat. Kewajiban bagi Penyuluh Agama Islam adalah mendorong para aghniya untuk melaksanakan kewajiban zakatnya dan memfasilitasi agar dari para aghniya tersebut sampai kepada para fuqara, baik konsumtif dalam temporary waktu maupun untuk jangka  panjang. Dalam posisi ini Penyuluh Agama Islam Fungsional bukanlah sinterklas yang mampu merubah dunia dalam sekejap. Sinergitas melaui badandan lembaga amil zakat menjadi stressing point.

3. Fungsi Advokatif

Kapasitas Penyuluh Agama Islam dalam fungsi advokatif  di mana Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Kerja nyata dalam upaya mengadvokasi tantangan tersebut di atas dapat dilihat dalam upaya membentuk lembaga Taman Pendidikan Al Qur’an di Komplek Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA) Kyai Mojo Jobokuto Jepara yang sudah dihuni oleh hampir 270 kk, 95% beragama Islam, dari kalangan menengah ke bawah, mayoritas keluarga muda yang mempunyai anak – anak balita. Komposisi penduduk yang jumlahnya ratusan atau setara dengan satu rw (Rukun Warga), sangat disayangkan belum hadirnya Taman Pendidikan Al Qur’an yang menjadi wahana anak- anak belajar al Qur’an dalam upaya membentuk generasi emas Indonesia.

Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu mencetak generasi anak – anak Rusunawa yang berakhlak qur’ani ditengah ribuan lembaga keagamaan, baik TPQ, Madin dan Pondok Pesantren di Kabupaten Jepara. Untuk membangun semangat anak- anak Rusunawa menjadi santri TPQ Kyai Mojo Jobokuto, POKJALUH juga hadir memberikan pencerahan kepada wali santri yang tergabung dengan MT Babus Salam Kyai Mojo. Diharapkan dengan sinergitas ini ada komunikasi yang baik antara wali santri dan santri.

Fungsi advokatif yang lebih jelas adalah bagaimana POKJALUH membangun MT Bina Muallaf untuk menjadi wadah berkumpulnya para Muallaf di desa Karanggondang belajar agama disertai dengan pemberdayaannya. Kenapa harus  di Karanggondang lokusnya, karena Karanggondang dianggap paling rentan menghadapi tantangan missionaris secara diam- diam yang dilaksanakan melaui gerham (gerakan menghamili) yang dilanjutkan ke jenjang perkawinan, bea siswa pendidikan dan pengobatan bethesda. Bentuk bentuk missionaris yang terselubung ini menjadi bagian penting, hadirnya pendampingan Muallaf di Karanggondang.

SIMPULAN

Dari pemaparan tentang Pemberdayaan Zakat oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara  dalam tinjauan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa upaya pemberdayaan zakat oleh para Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kabupaten Jepara yaitu: a)  bidang ekonomi dengan pemberdayaan zakat produktif kambing kepada ustadz/ ustadzah TPQ di Kecamatan Kembang, para Muallaf yang tergabung dalam MT Bina Muallaf Karanggondang, pendirian KSU (Koperasi Serba Usaha) BAZARA ( Badan Amil Zakat Jepara). b) bidang pendidikan dengan mendirikan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur’an) di Komplek Rusunawa Kyai Mojo Jobokuto Jepara pada 02 Mei 2015 dan mendirikan MT Bina Muallaf Karanggondang sebagai wadah bina Muallaf dalam upaya membangun Muallaf yang istiqomah dalam aqidah dan sejahtera. Upaya pemberdayaan zakat tidak terlepas dari tiga fungsi Penyuluh Agama yaitu fungsi Informatif/ Edukatif, Konsultatif/ Fasilitatif dan Advokatif. 

Kemudian, terkait dengan tinjauan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat terhadap uapaya pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yaitu mendukung ketentuan  pasal 27  yang tertuang dalam Undang Undang Tentang Pendayagunaan zakat dalam bentuk zakat produktif dalam penanganan fakir miskin dan kualitas umat, sehingga pendayagunaan zakat produktif memberikan program jangka panjang untuk keberlangsungan hidup para mustahiq, kemudian setelah sukses mengelola amanah zakat produktif tersebut, kalau belum mampu mengubah para mustahiq untuk menjadi muzakki, minimal para mustahiq mampu berbagi dengan para sesama mustahiq lainnya. Kemudian Pasal 6: maka Penyuluh Agama Islam, membangun sinergitas dengan menggandeng para stake holder seperti UPZ Kemenag Jepara, BAZNAS Kabupaten/ Provinsi, LAZIS PLN TJB (YBM PLN), dalam memperoleh pembiayaan  dan fasilitasi di tengah kiprah pemberdayaan umat/ mustahiq pada kelompok binaan masing- masing.
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